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BUPATI I{ALMAHERA BARAT,

Menirnbang : a. bahwa dalam rangfta tertib administrasi pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diatur daiairrr Peraturart

Mentei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolian Keuangan Daerah' maka untuk

kelancaran p"iuk*ut u3" program dan kegiatan dipandang

;;;1" ;""un3uk Bendahara Penerimaan pada Dinas Sosial'

i.r"g" Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten

HatmaheraBatat Tahun Anggaran 2076 ;

b. bahwa saudari I{ITRMIYANTI yang diusulkan oleh Kepala

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH

Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna

,t gg"ru, dianggap cakap 9q memenuhi syarat serta

-ffip,, melaksilrt,t' tugas kebendaharaarr dalern rangka

f"f**".r"an Anggarrtt p1a" Dinas Sosial' Tenaga Ketja'

ii**t"igrasi aan ppH Kabupaten Halmahera Baratl

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagairnanadimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan

Kerja 5ir"" dosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH

Kadupaten Halmah et a Bar at Tahun Anggaran 20 L6'

Mengingat : 1 . 
Hffiffiffi$ffi X,.#f 

ur%'ffi.L"rtJ:TT8#T:ft',ffi

Pembentukan Saerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi

Undang-undang;

2.Und.ang*undangNomor43Ta}runlgggtentangPerubahan
atasUndang-,"',auogSTahunIgT4tentangPokok_pokok
Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas dndang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang

Pembentukan Provin"] U"tt.rtttl Utara, Kabupaten Buru dan

KabuPaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
pembentukan kabupaten HaJmahera Lltara, Kabupaten

Halmahera Selatai, Kabupaten Kepulauan Sula'

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Provinsi Maluku Utara;

Jaran.Jatiporniti.Ts;.",r#TZZffi;Iffi;;zaT;ifr*insiMarukuutara
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

6. Undang-undang Nomor 1

Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan fr.r,t'g* antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

8. Undang:undang Nornor 2g Tatrun 2OL4 tentang

Pernerintahan Daerah;

g.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2oo5tentangDana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Peregelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- - 

i""trt g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2015 t*nt"tS pembentukan Organisasi Dinas-Dinas

Daerah KabuPaten Halmahera Barat;

l3.peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomo, ..J....

Tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Halmaher" Barat Tahun Anggaran

2016.

Tahun 2OO4 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MTMUTUSI{AN :

Surat Usulan Kepala Dinas Sosial' Tenaga Kerja'

iirtt**igtasi dan ppH faUupaten Halmahera Batat Nomor

soo.szsTosTl/HB/xlll 2oti tanggal, 17 Desember 2015'

Perihal: Usulan Bendatrara '

MenunjukSaudariIfuRMIYAI{TINIP.198301132oa7oL
2 008, sebagai Bendahara Penerimaan pada Satrlan Ke{a

Dinas Sosiil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH

f^Urrp.t".t ffrf*rntL garat Tahun Anggaran 2016

J.r.g*t atasan langsungnya Kcpala Dinas Sosial' Tenaga

K;-rj;, Transmigr."iaat ppH Kabupaten Halmahera Barat

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu' dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap

b"rpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara

"Jb-"g*-rra 
dimaksud Diltum Kesatu, tercantum sebagai

berikut:

KETIGA

J
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KEEMPAT : Keprrtrrsan ini rnulaiberlaku padatanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : fi )anvart

' 2076

BUPATI IIALMAHERA BARAT,

^ilNAMTO H. ROBA

Tembusan : DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

3.BadanPemeriksaKeuanganPerwakilanMalukuUtaradiTernate,
4. Kepala Dinas so"i.r, i"rr".gr. Kerja, Transmigrasi dan PPH Kab. Halbar di Jailolo,

5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

SPECIMEN
BENDAIIARA PENERIMAAN

TANDA TANGAN

PEJABAT PARAF'
,

Sekretaris Daerah /

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum
l---F/

Kadis Sosial, N.Lq4rg'tq lu,

Kabag. Hukum & OIgr (91


